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MOTTO 

"Allah tidak membebani seseorang  melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) 

yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) 

yang diperbuatnya". 

(Q.S. Al-Baqarah: 286) 

 

"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi 

patut diremehkan. Lambungan setinggi yang mau inginkan 

dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan". 

(Maudy Ayunda)   
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ABSTRAK 

Nisa, Sahrotun. NIM 1521115. 2025. “Rangkap Jabatan 

Pejabat Kementerian Keuangan di Badan Usaha Milik Negara 

Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.” 

Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan.  

Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. 

Berdasarkan pada peraturan yang ada, menunjukkan 

bahwa praktik rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak 

seharusnya dilakukan. Namun, melihat fakta yang terjadi saat 

ini, menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak dapat mengikat 

dan memberikan kepastian bagi penyelenggara. Oleh sebab itu 

rumusan masalah peneliti mencangkup, Bagaimana kontruksi 

hukum larangan rangkap jabatan berdasarkan Pasal 17 huruf a 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik? dan Bagaimana analisis hukum rangkap jabatan 

pejabat kementerian keuangan di Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) relevansinya dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik?.Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan kontruksi hukum larangan rangkap jabatan 

berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan menjelaskan 

analisis hukum rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan 

di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) relevansinya dengan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian 

yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan penelitian 

peraturan perundang-undangan, konseptual dan etika.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan rangkap 

jabatan dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum sepenuhnya 

diterapkan, terutama pada pejabat Kementerian Keuangan 

yang merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara. 

Praktik tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan dan 

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik, khususnya asas profesionalitas dan akuntabilitas. Oleh 
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karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk 

menjaga integritas dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Kata Kunci: AAUPB; Rangkap Jabatan; BUMN; 

Kementerian Keuangan.  
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ABSTRACT 

Nisa, Sahrotun. Student ID 1521115. 2025. “Dual Positions 

of Ministry of Finance Officials in State-Owned Enterprises 

Based on the General Principles of Good Governance.” 

Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program 

Faculty of Sharia K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic 

University of Pekalongan. 

Advisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. 

Based on the existing regulations, the practice of holding 

multiple positions is an act that should not be carried out. 

However, the current reality shows that such regulations do 

not effectively bind or provide legal certainty for public 

officials. Therefore, this research formulates two main 

problems: How is the legal construction of the prohibition on 

holding multiple positions based on Article 17 letter a of Law 

Number 25 of 2009 concerning Public Services? and How is 

the legal analysis of multiple positions held by officials of the 

Ministry of Finance in State-Owned Enterprises (SOEs) in 

relation to the Principles of Good Governance? The purpose 

of this study is to explain the legal construction of the 

prohibition on holding multiple positions under Article 17 

letter a of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, 

and to analyze the relevance of multiple positions held by 

Ministry of Finance officials in SOEs to the Principles of Good 

Governance. The research method used is normative with 

statutory, conceptual, and ethical approaches.  

The results show that the prohibition on holding multiple 

positions as stated in Article 17 letter a of Law Number 25 of 

2009 concerning Public Services has not been fully 

implemented, particularly among Ministry of Finance officials 

who concurrently hold positions in SOEs. This practice creates 

potential conflicts of interest and contradicts the Principles of 

Good Governance, especially the principles of 

professionalism and accountability. Therefore, firm law 

enforcement is needed to maintain the integrity and 

effectiveness of public administration. 
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Keywords: Good Governance Principles; Multiple Positions; 

SOEs; Ministry of Finance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Rangkap jabatan adalah di mana individu 

me$me$gang be$be$rapa po$sisi dalam pe$rusahaan atau 

le$mbaga yang be$rbe$da. 1  Pe$rihal rangkap jabatan 

me$nyangkut e$tika mo$ral dan kultur biro$krasi di dalam 

pro$se$s tatanan ke$ne$garaan pe$me$rintah Re$publik 

Indo$ne$sia. Ko$nse$p tatanan pe$me$rintahan yang 

dirumuskan me$lalui hukum tata ne$gara yang te$rtuang 

dalam tujuan dan cita-cita ne$gara Indo$ne$sia, 

me$ngharuskan pe$nye$le$nggaraan tatanan pe$me$rintahan 

be$rdasarkan ke$te$ntuan pe$rundang-undangan yang 

be$rlaku, hal ini dikare$nakan Indo$ne$sia adalah ne$gara 

hukum. Dalam te$rlaksananya tujuan dan cita-cita ne$gara 

te$rse$but, maka ne$gara harus me$miliki ke$le$mbagaan baik 

se$cara struktural maupun fungsio$nal yang ke$padanya 

dibe$bankan tugas dan fungsi. Te$rlaksananya tugas dan 

fungsi untuk me$ncapai tujuan ne$gara tidak te$rle$pas dari 

pe$mangku jabatan yang ditunjuk untuk me$laksanakan 

tugas dan fungsinya. Jabatan yang dipe$gang o$le$h o$rang 

yang dibe$bani fungsi dan ke$we$nangan dalam 

pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintahan harus dilakukan se$cara 

pro$fe$sio$nal dan be$rtanggungjawab.2 

 
1 Amin Rahmad Panjaitan, Irwansyah, Rangkap Jabatan Menteri 

dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah, Jurnal Unes Law 

Review, Vol. 6 No. 2, 2023, 4857. 
2  Dita Rosalia Arini, Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan 

Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik 

Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.3 No. 2,  2022, 

81. 
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Di e$ra re$fo$rmasi, masih banyak pe$rde$batan dan 

dinamika po$litik te$ntang bagaimana me$nciptakan se$buah 

pe$me$rintahan yang baik. Rangkap jabatan me$njadi 

fe$no$me$na yang te$rus dipe$rde$batkan hingga saat ini dalam 

ko$nte$ks praktik ke$pe$me$rintahan di Indo$ne$sia. Tidak 

hanya me$libatkan pe$langgaran te$rhadap aturan hukum, 

te$tapi juga dipe$rtanyakan dari be$rbagai pe$rspe$ktif se$pe$rti 

mo$ral, e$tika, dan prinsip-prinsip umum pe$nye$le$nggaraan 

pe$me$rintahan yang baik. Praktik rangkap jabatan pada 

dasarnya dilarang kare$na me$libatkan pe$rtanyaan 

me$nge$nai e$tika mo$ral dan budaya biro$krasi dalam pro$se$s 

pe$me$rintahan Re$publik Indo$ne$sia. Rangkap jabatan 

be$rte$ntangan de$ngan te$o$ri ke$kuasaan, ke$tika se$se$o$rang 

dibe$rikan ke$kuasaan yang le$bih ke$mungkinan be$sar 

me$re$ka akan me$lampaui batas yang se$harusnya, dan ini 

dapat me$nye$babkan pe$nyalahgunaan ke$kuasaan. 

Ko$nse$kue$nsi lain dari rangkap jabatan adalah adanya 

ko$nflik ke$pe$ntingan, apalagi rangkap jabatan yang 

dimaksud ialah diangkatnya jajaran me$nte$ri  ko$misaris di 

BUMN.3  

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Kementerian Negara ditegaskan bahwa 

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat 

negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, sebagai komisaris atau direksi pada 

perusahaan negara maupun perusahaan swasta, serta 

sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 
3 Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, Surya Anoraga, Analisis 

Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai 

Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Indonesia Law 

Reform,Vol. 1 No. 1, 2021, 90. 
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Ketentuan ini menegaskan pentingnya menjaga 

profesionalitas dan integritas menteri dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pembantu Presiden. Sebelumnya, 

larangan serupa tidak diberlakukan bagi wakil menteri, 

sehingga dalam praktiknya terdapat beberapa wakil 

menteri yang merangkap jabatan di posisi komisaris 

BUMN. Namun, setelah keluarnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah 

menegaskan bahwa wakil menteri juga dilarang untuk 

merangkap jabatan, memperkuat prinsip yang telah 

ditegaskan dalam putusan sebelumnya, yakni Putusan 

Nomor 80/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut 

meneguhkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance), karena rangkap jabatan 

berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, 

mengurangi fokus dan kinerja pejabat publik, serta 

melanggar etika penyelenggaraan pemerintahan yang 

menuntut profesionalitas, keadilan, dan tanggung jawab 

moral dalam menjalankan amanah negara. 

Akan tetapi, masih terdapat puluhan pe$jabat di 

Ke$me$nte$rian Ke$uangan (Ke$me$nke$u) yang dike$tahui 

rangkap jabatan me$njadi ko$misaris di pe$rusahaan Badan 

Usaha Milik Ne$gara (BUMN). Salah satunya yaitu 

Suahasil Nazara yang me$rangkap jabatan se$bagai Wakil 

Menteri Ke$uangan dan Wakil Ko$misaris Utama PT PLN 

Pe$rse$ro$. Larangan rangkap jabatan be$rtujuan untuk  

me$nce$gah te$rjadinya ko$nflik ke$pe$ntingan dan 

pe$nyalahgunaan we$we$nang. Antara lain pe$raturan lain 

yang dimaksud yaitu Pasal 17 huruf a Undang-Undang 

No$mo$r 25 Tahun 2009 Te$ntang Pe$layanan Publik. Pasal 

17 huruf a Undang-Undang No$mo$r 25 Tahun 2009 

Te$ntang Pe$layanan Publik, Pe$laksana dilarang : 

Me$rangkap se$bagai ko$misaris atau pe$ngurus o$rganisasi 
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usaha bagi pe$laksana yang be$rasal dari lingkungan 

instansi pe$me$rintah, badan usaha milik ne$gara, dan badan 

usaha milik dae$rah. Padahal dalam Pasal 10 Undang-

Undang No$mo$r 30 Tahun 2014 Te$ntang Administrasi 

Pe$me$rintahan (Asas-Asas Umum Pe$me$rintahan yang 

Baik) menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan 

pemerintah harus memuat asas : 

1. Ke$pastian hukum; 

2. Ke$manfaatan; 

3. Ke$tidakbe$rpihakan; 

4. Ke$ce$rmatan; 

5. Tidak me$nyalahgunakan ke$we$nangan; 

6. Ke$te$rbukaan; 

7. Ke$pe$ntingan umum; dan 

8. Pe$layanan yang baik. 

Be$rdasarkan pada pe$raturan yang ada, me$nunjukkan 

bahwa praktik rangkap jabatan me$rupakan tindakan yang 

tidak se$harusnya dilakukan. Namun, me$lihat fakta yang 

te$rjadi saat ini, me$nunjukkan bahwa aturan te$rse$but tidak 

dapat me$ngikat dan me$mbe$rikan ke$pastian bagi 

pe$nye$le$nggara. Kare$na adanya po$te$nsi ko$nflik 

ke$pe$ntingan te$rhadap we$we$nang di dua e$ntitas yang 

be$rbe$da, me$njaga prinsip AAUPB me$njadi sulit dilakukan 

o$le$h pe$jabat yang me$me$gang dua ke$we$nangan. Se$bab 

de$ngan te$rjadinya rangkap jabatan, me$mungkinkan 

adanya ke$be$rpihakan dalam pe$laksanaan ke$we$nangan. 

Se$hingga rangkap jabatan yang dilakukan o$le$h pe$jabat 

ke$me$nte$rian ke$uangan dapat me$nghambat pe$nye$le$nggara 

pe$me$rintahan dalam me$ne$rapkan prinsip AAUPB.  

Apabila praktik rangkap jabatan ini te$rus be$rlanjut, 

maka akan te$rus-me$ne$rus me$njadi pe$rde$batan yang umum 

di kalangan masyarakat. Fe$no$me$na ini me$nye$babkan 
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rangkap jabatan me$mbe$rikan pe$ngaruh yang signifikan 

te$rhadap pe$rubahan budaya be$ke$rja di dalam siste$m 

biro$krasi Indo$ne$sia. Kita pe$rlu me$mahami bahwa se$o$rang 

pe$jabat ne$gara yang me$rangkap jabatan dapat 

me$munculkan be$rbagai pandangan ne$gatif yang me$le$kat 

dalam masyarakat.4 O$le$h se$bab itu, pe$ne$liti te$rtarik untuk 

me$mbahas le$bih me$ndalam te$rkait kajian rangkap jabatan 

o$le$h pe$jabat Ke$me$nte$rian Ke$uangan pada Pe$rusahaan 

Badan Usaha Milik Ne$gara yang akan dije$laskan dalam 

pe$ne$litian skripsi yang be$rjudul “Rangkap Jabatan Pe$jabat 

Ke$me$ntrian Ke$uangan Di Badan Usaha Milik Ne$gara 

Be$rdasarkan Asas-Asas Umum Pe$me$rintahan Yang Baik” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan 

skripsi sebagai kegiatan penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana ko$ntruksi hukum larangan rangkap 

jabatan be$rdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang 

No$mo$r 25 Tahun 2009 Te$ntang Pe$layanan Publik? 

2. Bagaimana analisis hukum rangkap jabatan pe$jabat 

ke$me$nte$rian ke$uangan di Badan Usaha Milik Ne$gara 

(BUMN) re$le$vansinya de$ngan Asas-Asas Umum 

Pe$me$rintahan yang Baik? 

C. Tujuan Penelitian 

Be$rdasarkan rumusan masalah yang ada, maka 

pe$nulis be$rharap be$be$rapa tujuan pe$ne$litian akan te$rwujud 

dan yang he$ndak dicapai dalam pe$ne$litian ini ialah: 

1. Untuk me$nje$laskan ko$ntruksi hukum rangkap 

jabatan pe$gawai ne$ge$ri pe$me$rintah dalam Pasal 17 

 
4 Amin Rahmad Panjaitan, Irwansyah, Rangkap Jabatan Menteri 

dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah, Jurnal Unes Law 

Review, Vol. 6 No. 2, 2023, 4859. 
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huruf a Undang-Undang No$mo$r 25 Tahun 2009 

Te$ntang Pe$layanan Publik 

2. Untuk me$nje$laskan analisis hukum rangkap jabatan 

pe$jabat ke$me$nte$rian ke$uangan di Badan Usaha 

Milik Ne$gara (BUMN) re$le$vansinya de$ngan Asas-

Asas Umum Pe$me$rintahan yang Baik 

D. Manfaat Penelitian 

Pe$ne$litian ini tidak hanya digunakan untuk 

me$wujudkan be$be$rapa tujuan yang te$lah dise$butkan 

se$be$lumnya. Adanya pe$ne$litian ini diharapkan bisa 

me$mbe$rikan manfaat lain dalam disiplin ilmu dan 

pe$nge$tahuan yang be$rkaitan de$ngan rangkap jabatan 

pe$jabat ke$me$nte$rian. Se$lain itu, me$mbe$rikan manfaat, 

baik itu be$rsifat te$o$ritis ataupun praktis. Manfaat-manfaat 

te$rse$but, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

De$ngan hadirnya pe$ne$litian ini diharapkan 

dapat me$nge$mbangkan ilmu pe$nge$tahuan te$rkait 

rangkap jabatan pe$jabat ke$me$nte$rian, se$rta 

diharapkan dapat digunakan se$bagai pe$do$man le$bih 

lanjut untuk me$nge$tahui bo$le$h atau tidak bagi pe$jabat 

ke$me$nte$rian untuk me$lakukan rangkap jabatan dalam 

be$rbagai pe$rspe$ktif. 

2. Manfaat Praktis 

Dari adanya pe$ne$litian ini diharapkan me$njadi 

suatu sumbangsih pe$mikiran ke$pada pe$ne$liti di masa 

me$ndatang. Dan me$mbe$rikan wawasan luas te$rhadap 

para pe$mbaca, te$rutama te$rkait Rangkap Jabatan 

Pe$jabat Ke$me$nte$rian dalam Pasal 17 huruf a Undang-

Undang No$mo$r 25 Tahun 2009 Te$ntang Pe$layanan 

Publik dan Pasal 10 Undang-Undang No$mo$r 30 

Tahun 2014 Te$ntang Administrasi Pe$me$rintahan. 
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Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan manfaat 

be$rupa so$lusi pe$me$cahan suatu pe$rmasalahan untuk 

pe$mbaca, te$rutama untuk pe$jabat ke$me$nte$rian dalam 

me$njalankan tugasnya se$suai de$ngan pe$raturan yang 

be$rlaku. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik  

Dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No$. 30 Tahun 

2014 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum 

Pe$me$rintahan yang Baik (AAUPB) me$rupakan prinsip 

yang digunakan se$bagai acuan pe$nggunaan we$we$nang 

bagi Pe$jabat Pe$me$rintahan dalam me$nge$luarkan 

Ke$putusan dan/atau Tindakan dalam.pe$nye$le$nggaraan 

pe$me$rintahan. 

Be$rdasarkan pada ke$te$ntuan pasal 10 Undang-

Undang No$mo$r 30 Tahun 2014 te$ntang Administrasi 

Pe$me$rintahan te$lah diuraikan ruang lingkup AAUPB 

yang be$rlaku dalam administrasi pe$me$rintahan. Asas 

yang dimaksud dalam pasal te$rse$but me$liputi asas:  

a. Ke$pastian Hukum. Asas ne$gara hukum yang 

me$ngutamakan landasan ke$te$ntuan pe$raturan 

pe$rundang-undangan, ke$patutan, ke$aje$gan, dan 

ke$adilan dalam se$tiap ke$bijakan pe$nye$le$nggaraan 

pe$me$rintahan. 

b. Ke$manfaatan. Maksud dari asas ini adalah manfaat 

yang harus be$nar-be$nar harus dipe$rhatikan se$cara 

se$imbang antara: ke$pe$ntingan individu yang satu 

de$ngan individu yang lain, individu de$ngan 

masyarakat, warga masyarakat dan masyarakat 

asing, ke$lo$mpo$k masyarakat yang satu dan 

ke$pe$ntingan ke$lo$mpo$k masyarakat yang lain, 

pe$me$rintah de$ngan Warga Masyarakat, ge$ne$rasi 
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yang se$karang dan ke$pe$ntingan ge$ne$rasi 

me$ndatang, manusia dan e$ko$siste$mnya, se$ta 

ke$pe$ntingan dari pria dan wanita. 

c. Ke$tidakbe$rpihakan. Asas yang me$wajibkan badan 

dan/atau pe$jabat pe$me$rintahan dalam me$ne$tapkan 

dan/atau me$lakukan ke$putusan dan/atau tindakan 

de$ngan me$mpe$rtimbangkan ke$pe$ntingan para 

pihak se$cara ke$se$luruhan dan tidak diskriminatif. 

d. Ke$ce$rmatan. Asas yang me$mpunyai arti bahwa 

suatu ke$putusan dan/atau tindakan harus 

didasarkan pada info$rmasi dan do$kume$n yang 

le$ngkap untuk me$ndukung le$galitas pe$ne$tapan 

dan/atau pe$laksanaan ke$putusan dan/atau tindakan 

se$hingga ke$putusan dan/atau tindakan yang 

be$rsangkutan dipe$rsiapkan de$ngan ce$rmat 

se$be$lum ke$putusan dan/atau tindakan te$rse$but 

dite$tapkan dan/atau dilakukan. 

e. Tidak me$nyalahgunakan ke$we$nangan. Asas yang 

me$wajibkan dari se$tiap badan dan/atau pe$jabat 

pe$me$rintahan tidak me$nggunakan ke$we$nangannya 

se$bagai ke$pe$ntingan pribadinya atau ke$pe$ntingan 

yang lain dan tidak se$suai de$ngan ke$we$nangannya. 

f. Ke$te$rbukaan. Asas ke$te$rbukaan me$rupakan asas 

yang me$layani masyarakat dalam me$ndapatkan 

akse$s dan me$mpe$ro$le$h info$rmasi yang jujur be$nar 

se$rta tidak diskriminatif dalam pe$nye$le$nggaraan 

pe$me$rintahan de$ngan te$tap me$mpe$rhatikan 

pe$rlindungan atas hak asasi pribadi, go$lo$ngan, dan 

rahasia ne$gara. 

g. Ke$pe$ntingan umum. Asas ini me$rupakan asas 

yang me$ndahulukan ke$manfaatan dan 

ke$se$jahteraan umum de$ngan cara yang aspiratif, 

ako$mo$datif, se$le$ktif, dan tidak diskriminatif. 
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h. Pe$layanan yang baik. Asas ini dimaksudkan 

se$bagai asas yang me$mbe$rikan pe$layanan se$suai 

de$ngan standar pe$layanan, dan be$rdasarkan 

ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan.5 

Asas-asas pe$me$rintahan atau administrasi yang 

baik atau te$o$ri Go$o$d Go$ve$rnance$ di atas digunakan 

untuk me$nce$gah pe$nyalahgunaan jabatan dan 

we$we$nang dan juga untuk me$ncapai dan me$me$lihara 

adanya pe$me$rintahan dan administrasi yang baik, dan 

be$rsih (be$ho$o$lijk be$sturn). Hal te$rse$but yang me$njadi 

layak adalah rambu-rambu bagi pe$nye$le$nggara ne$gara 

dalam me$njalankan tugasnya, agar tindakannya te$tap 

se$suai de$ngan tujuan hukum yang se$sungguhnya. 

Adanya asas-asas pe$me$rintahan ini, tidak lain dan tidak 

bukan yaitu untuk me$nciptakan Go$o$d go$ve$rnance$ di 

dalam lingkup pe$me$rintahan Indo$ne$sia.6 

2. Teori Kepastian Hukum 

Sudikno$ Me$rto$kusumo$ me$nde$finisikan ke$pastian 

hukum se$bagai jaminan bahwa hukum dijalankan, 

bahwa yang be$rhak me$nurut hukum maka dapat 

me$mpe$ro$le$h haknya dan bahwa se$tiap putusan dapat 

dilaksanakan. 7  Walaupun ke$pastian hukum e$rat 

kaitannya de$ngan ke$adilan, namun hukum tidak ide$ntik 

de$ngan ke$adilan. Hukum be$rsifat umum, me$ngikat 

se$tiap o$rang, be$rsifat me$nyamaratakan, se$dangkan 

 
5 I Nyoman Gede Remaja, Hukum Administrasi Negara, (Singaraja: 

Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017), 23. 
6  Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, 

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), 151.  
7  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 

(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), 170. 
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ke$adilan be$rsifat subje$ktif, individualistis, dan tidak 

me$nyamaratakan.8 

Satjipto$ Rahardjo$ dalam se$buah bukunya 

me$ngutip pe$ndapat Gustav Radbruch yang 

me$nje$laskan bahwa te$rdapat e$mpat hal me$ndasar yang 

be$rhubungan e$rat de$ngan makna ke$pastian hukum 

dalam te$o$ri ini. E$mpat hal te$rse$but adalah: 

a) Hukum me$rupakan hal po$sitif yang me$miliki arti 

bahwa hukum po$sitif ialah pe$rundang-undangan.  

b) Hukum didasarkan pada se$buah fakta, artinya 

hukum itu dibuat be$rdasarkan pada ke$nyataan.  

c) Fakta yang te$rmaktub atau te$rcantum dalam 

hukum harus dirumuskan de$ngan cara yang je$las, 

se$hingga akan me$nghindari ke$ke$liruan dalam hal 

pe$maknaan atau pe$nafsiran se$rta dapat mudah 

dilaksanakan.  

d) Hukum yang po$sitif tidak bo$le$h mudah diubah.9 

Se$cara garis be$sar dapat dipahami bahwa 

ke$pastian hukum me$rupakan pe$laksanaan hukum yang 

se$suai de$ngan bunyinya se$hingga masyarakat yakin 

dan dapat me$mastikan bahwa hukum me$mang 

dilaksanakan. Salah satu hal yang pe$rlu dibe$ri 

pe$rhatian dalam me$mahami nilai ke$pastian hukum 

adalah bahwa nilai itu me$miliki hubungan yang e$rat 

de$ngan instrume$n hukum yang po$sitif dan pe$ranan 

ne$gara dalam me$ngaktualisasikannya pada hukum 

po$sitif.10 

 
8 Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum, (Yogyakarta: 

Liberty, 2011), 160. 
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2012), 19. 
10   Firda Salsabila Renfa Wasono, Efektivitas Norma Hukum 

Rangkap Jabatan (Studi Kasus  Jabatan Menteri Dengan Ketua Umum 

Partai Politik), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 25. 
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3. Teori Kewenangan Hukum 

Ke$we$nangan atau we$we$nang me$miliki 

ke$dudukan pe$nting dalam kajian hukum tata ne$gara 

dan hukum administrasi, se$bab di dalam we$we$nang 

te$rse$but me$ngandung hak dan ke$wajiban. We$we$nang 

dide$skripsikan se$bagai ke$kuasaan hukum 

(re$chtskracht), artinya tindakan yang sah adalah se$suai 

de$ngan/ be$rdasarkan we$we$nang yang dimilikinya, 

se$hingga tindakan te$rse$but akan me$ndapat ke$kuasaan 

hukum atau me$miliki ke$kuatan hukum (re$chtskracht). 

Dilihat dari hukum administrasi ne$gara, Pe$me$rintah 

(administrasi) baru dapat me$njalankan fungsinya 

adalah se$suai de$ngan we$we$nang yang dimilikinya, 

artinya ke$absahan tindakan Pe$me$rintah adalah atas 

dasar we$we$nang yang diatur dalam pe$raturan 

pe$rundang-undangan (le$galitie$t be$ginse$le$n). Dari 

pe$nge$rtian di atas, maka we$we$nang me$rupakan 

ke$kuasaan untuk be$rtindak.11 

Me$nurut Isharyanto$ dalam buku Te$o$ri Hukum, 

hukum be$rada se$bagai pe$rangkat kaidah so$sial yang 

salah satu tugasnya yaitu me$nciptakan pe$rgaulan hidup 

damai. Dalam pe$ne$gakannya ke$rap kali juga me$sti 

me$mpe$rhatikan pe$rtimbangan-pe$rtimbangan e$tis yang 

dapat dijadikan se$bagai pato$kan agar tidak te$rjadi 

ko$nflik ke$tika te$rjadi be$nturan-be$nturan pe$ne$rapan 

be$be$rapa pe$rangkat hukum (aturan). Pada haki$katnya, 

apa yang dinamakan kaidah adalah nilai, kare$na be$risi 

apa yang se$me$stinya harus dilakukan, se$hingga harus 

dibe$dakan dari pe$raturan ko$nkrit yang dapat dilihat 

dalam be$ntuk kalimat-kalimat. Kaidah-kaidah dapat 

 
11  Grace Sharon, Teori Wewenang Dalam Perizinan, (Jakarta: 

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipaya,2021), 4. 
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be$rubah, se$me$ntara undang-undang atau pe$raturan 

ko$nkritnya te$tap. 

Dalam hukum administrasi dinyatakan bahwa 

prinsip le$galitas me$njadi pe$gangan pe$me$rintah dalam 

me$mpe$ro$le$h we$we$nangnya yaitu be$rasal dari pe$raturan 

pe$rundang-undangan. Se$cara te$o$ritis, ke$we$nangan 

yang be$rsumbe$r dari pe$raturan pe$rundang-undangan 

dapat dipe$ro$le$h me$lalui tiga cara yaitu: atribusi, 

de$le$gasi, dan mandat. Pe$nggunaan we$we$nang 

pe$me$rintahan dalam pe$nye$le$nggaraan pe$ran, fungsi, 

dan tugas pe$me$rintahan pada hakikatnya pe$rlu dibatasi. 

Hal ini pe$nting untuk dilakukan agar dalam tindakan 

atau pe$rbuatan pe$me$rintahan jangan sampai te$rjadi 

suatu tindakan atau pe$rbuatan pe$me$rintahan yang 

me$nyalahgunakan ke$we$nangannya dan me$langgar 

hukum. Se$tidaknya te$rdapat tiga kate$go$ri tindakan 

pe$me$rintahan yang be$rte$ntangan de$ngan prinsip 

le$galitas (tidak be$rdasarkan hukum atau ke$te$ntuan 

undang-undang), yaitu: tindakan tanpa we$we$nang, 

pe$nyalahgunaan we$we$nang, dan tindakan se$we$nang-

we$nang.12 

Ke$mampuan subye$k hukum untuk me$lakukan 

tindakan hukum atau we$we$nang dapat dise$but juga 

se$bagai kapasitas hukum. De$ngan adanya kapasitas itu, 

dapat dike$tahui apakah subje$k itu me$mpunyai 

ke$we$nangan atau ke$mampuan untuk dapat me$lakukan 

pe$rbuatan hukum se$pe$rti me$mbuat ke$putusan pe$nting 

dan pe$rtanggungjawabannya. O $le$h kare$na itu, unsur 

 
12  Natalia Yeti Puspita dan Fachrudin Sembiring, Kewenangan 

Hukum Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Di Jakarta, Jurnal 

Pradigma Hukum, Vol. 9 No. 2, 2024, 236-237. 
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pe$nting dalam kapasitas hukum adalah adanya subye$k 

hukum, ke$mampuan atau ke$we$nangan, dan tujuan. 

F. Penelitian yang Relevan 

Be$rdasarkan pada hasil pe$ne$lusuran lite$ratur, 

me$nunjukkan bahwa te$rdapat banyak pe$ne$litian yang 

me$miliki ke$te$rkaitan dari be$rbagai sumbe$r se$pe$rti skripsi, 

jurnal, dan te$sis de$ngan fo$kus yang be$rbe$da. Be$rikut ini 

pe$ne$litian re$le$van te$rhadap pe$ne$litian ini: 

Tabel.1.1 

 Penelitian yang Relevan 

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Persamaan dan 

Perbedaan 

1. Rangkap Jabatan 

Me$nte$ri dalam 

Ko$nte$ks 

Ke$pe$ntingan Ne$gara 

Be$rdasarkan Asas-

Asas Umum 

Pe$me$rintahan yang 

Baik Pe$rspe$ktif 

Siyasah 

Tanfidziyah.13 

Rangkap jabatan me$nte$ri 

di Indo$ne$sia se$kaligus 

ke$tua umum partai 

po$litik dan pimpinan 

o$rganisasi be$sar lainnya 

be$rte$ntangan de$ngan 

pe$nje$lasan pasal 23 

undang-undang no$mo$r 

39 Tahun 2008 dan pasal 

10 Undang- undang 

No$mo$r 30 Tahun 2014. 

Be$rdasarkan pe$rpe$kstif 

siyasah tanfidziyah 

rangkap jabatan me$nte$ri 

di Indo$ne$sia tidak se$suai 

de$ngan salah satu asas 

yang digunakan dalam 

Pe$rsamaan : 

Be$rdasarkan pada 

pe$ne$litian te$rdahulu, 

fo$kus pe$ne$litian ada 

pada rangkap jabatan 

pejabat Kementerian 

Keuangan yang 

be$rdasarkan 

AAUPB. Hal te$rse$but 

me$miliki ke$samaan 

de$ngan pe$ne$litian 

pe$ne$liti yaitu 

me$mbahas te$rkait 

rangkap jabatan 

Me$nte$ri yang 

be$rdasarkan pada 

AAUPB. 

 
13  Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah, Rangkap Jabatan 

Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah, Jurnal 

Law Review, Vol. 6 No.2, 2023. 
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siste$m pe$me$rintahan 

Islam. 

Pe$rbe$daan: 

Pe$rbe$daan pe$ne$litian 

pe$ne$liti de$ngan 

pe$ne$litian te$rdahulu 

ialah me$nge$nai 

kajian me$ndalam 

te$rkait rangkap 

jabatan pejabat 

kementerian 

keuangan, di mana 

pada pe$ne$litian 

pe$ne$liti fo$kus te$rkait 

rangkap jabatan di 

BUMN. Se$dangkan 

pe$ne$litian te$rdahulu 

fo$kus pada rangkap 

jabatan dalam 

ko$nte$ks Ke$pen$tingan 

Ne$gara. 

2. Analisis Hukum 

Larangan Rangkap 

Jabatan De$wan 

Ko$misaris Badan 

Usaha Milik Ne$gara 

(BUMN) Pe$rse$ro$.14 

Ke$nyataan di lapangan 

me$nunjukkan te$lah 

te$rjadi praktik-praktik 

pe$ngangkatan De$wan 

Ko$misaris BUMN yang 

rangkap jabatan yang 

tidak se$suai de$ngan 

pe$raturan pe$rundang-

undangan yang te$rkait. 

Pe$rsamaan: 

Sama-sama 

me$mbahas te$ntang 

rangkap jabatan di 

BUMN. 

Pe$rbe$daan: 

Dalam pe$ne$litian 

te$rdahulu le$bih fo$kus 

pada ko$misaris di 

BUMN Pe$rse$ro$. 

 
14  Dewo Deddi Ananda, Analisis Hukum Larangan Rangkap 

Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero, 

Jurnal Rumpun Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 3, 2023. 
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Se$dangkan pe$ne$litian 

pe$ne$liti le$bih fo$kus 

te$rhadap rangkap 

jabatan pe$jabat 

Ke$me$nterian 

Keuangan di BUMN. 

3. Rangkap Jabatan 

De$wan Ko$misaris 

Badan Usaha Milik 

Ne$gara (BUMN) 

Pe$rspe$ktif E$tika 

Po$litik Islam 

(Analisis Pe$raturan 

Me$nte$ri BUMN 

No$mo$r 

PE$R/10/MBU/10/20

20 dan Undang-

Undang No$mo$r 19 

Tahun 2003 Te$ntang 

Badan Usaha Milik 

Ne$gara).15 

Pe$ne$litian ini 

me$nyimpulkan bahwa 

me$nge$nai be$nturan 

ke$te$ntuan rangkap 

jabatan De$wan 

Ko$misaris BUMN yang 

te$rdapat dalam Undang-

Undang No$mo$r 19 

Tahun 2003 dan 

Pe$raturan Me$nte$ri 

BUMN No$mo$r PE$R 

10/MBU/10/2020 

dise$babkan kare$na 

we$we$nang me$nte$ri 

dalam me$ngangkat 

De$wan Ko$misaris 

BUMN se$hingga te$rjadi 

adanya rangkap jabatan. 

Se$lain me$nciptakan 

ke$tidakpastian hukum, 

hal ini me$nye$babkan 

ke$tidak pro$fe$so$nalitasan 

Pe$rsamaan: 

Sama-sama 

me$mbahas te$tntang 

rangkap jabatan di 

BUMN 

Pe$rbe$daan: 

Dalam pe$ne$litian 

te$rdahulu 

me$nggunakan 

Pe$rspe$kif E$tika 

Po$ltik Islam untuk 

me$mbahas le$bih 

dalam kajian rangkap 

jabatan. Se$dangkan, 

dalam pe$ne$litian 

pe$ne$liti 

me$nggunakan 

AAUPB untuk 

me$mbahas le$bih 

dalam kajian rangkap 

jabatan di BUMN. 

 
15 Trias Adi Prayoga, Skripsi: Rangkap Jabatan Dewan Komisaris 

Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Perspektif Etika Politik Islam (Analisis 

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara), 

(Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024). 
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dalam me$njalankan 

jabatan De$wan 

Ko$misaris BUMN. 

Se$hingga pada 

imple$me$ntasinya tidak 

mampu be$rjalan de$ngan 

maksimal. Ke$mudian 

dalam pe$rspe$kif E$tika 

Po$litik Islam, 

pe$laksanaan tugas dan 

we$we$nang De$wan 

Ko$misaris BUMN tidak 

be$rjalan de$ngan baik dan 

se$hat. Te$rbukti de$ngan 

marak te$rjadinya ko$nfik 

ke$pe$ntingan, 

pe$nyalahgunaan 

we$we$nang, dan transaksi 

po$litik. Hal ini te$ntu 

me$nye$babkan tidak 

te$rcapainya 

pro$fe$sio$nalitas dan 

tanggungjawab pe$njabat 

De$wan Ko$misaris 

BUMN yang te$rce$rmin 

dalam salah satu 

indikato$r E$tika Po$litik 

Islam yakni amanah. 

4. Analisis Re$gulasi 

Larangan Rangkap 

Jabatan Dalam 

Pe$me$rintahan 

Adanya ke$te$rkaitan 

ke$pe$ntingan po$litik dan 

e$ko$no$mi pada BUMN 

me$nimbulkan adanya 

Pe$rsamaan: 

Sama-sama 

me$mbahas te$ntang 
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Indo$ne$sia se$bagai 

Dukungan Pe$ne$rapan 

Go$o$d Co$rpo$rate$ 

Go$ve$rnance$.16 

praktik rangkap jabatan 

dise$rtai inko$nsiste$nsi 

dalam re$gulasi le$mbaga 

pe$ne$gak hukum yang 

me$nghambat 

pe$nindakan te$rhadap 

pe$langgaran rangkap 

jabatan. Adanya batasan 

te$gas te$rhadap praktik 

rangkap jabatan, se$rta 

pe$ne$rapan prinsip-

prinsip GCG se$cara 

ko$nsiste$n dapat 

me$mpe$rkuat inte$gritas 

pe$me$rintahan yang 

be$rsih dari ko$nflik 

ke$pe$ntingan yang 

dise$babkan o$le$h praktik 

rangkap jabatan. 

rangkap jabatan di 

BUMN. 

Pe$rbe$daan : 

Dalam pe$ne$litian 

te$rdahulu 

me$nggunakan   

pe$ne$rapan Go$o$d 

Co$rpo$rate$ 

Go$ve$rnance$ pada 

kasus larangan 

rangkap jabatan di 

BUMN. Se$dangkan, 

dalam pe$ne$litian 

pe$ne$liti 

me$nggunakan 

AAUPB se$bagai 

rujukan te$rkait kasus 

rangkap jabatan di 

BUMN. 

5. Pro$ble$matika 

Rangkap Jabatan 

ASN, TNI, dan 

PO$LRI Me$njadi 

Ko$misaris di Badan 

Usaha Milik 

Ne$gara.17 

Hasil pe$ne$litian 

me$nunjukkan bahwa 

pe$rtimbangan 

diangkatnya ASN, TNI, 

dan Po$lri se$bagai 

ko$misaris di BUMN 

didasarkan pada tidak 

Pe$rsamaan: 

Pe$rsamaan antara 

pe$ne$liti de$ngan 

pe$ne$litian te$rdahulu 

ada pada 

pe$rmasalahan 

 
16 Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina 

Puspita Indranarwasti, Yohanes Asep Bintang Kosasih, Analisis Regulasi 

Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai 

Dukungan Penerapan Good Corporate Governance, Jurnal Ilmiah Wahana 

Pendidikan, Vol. 10 No. 14, 2024. 
17  Ahmad Wahyudi, Andi Safriani, St. Nurjannah, Problematika 

Rangkap Jabatan Asn, Tni Dan Polri Menjadi Komisaris Di Badan Usaha 

Milik Negara, Alauddin Law Development Journal, Vol. 5 No. 2, 2023. 
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adanya aturan yang 

se$cara e$ksplisit 

me$larang, se$hingga 

dianggap dapat me$njadi 

pe$nye$imbang bagi 

BUMN. Namun, akibat 

hukum dari diangkatnya 

ASN, TNI, dan Po$lri 

se$bagai Ko$misaris di 

BUMN, se$suai de$ngan 

pe$raturan yang dilanggar 

me$ngharuskan pihak 

te$rkait untuk 

dibe$rhe$ntikan atau 

me$ngundurkan diri dari 

jabatannya. 

rangkap jabatan di 

BUMN. 

Pe$rbe$daan: 

Pada pe$ne$litian 

te$rdahulu me$mbahas 

te$rkait rangkap 

jabatan ASN, TNI, 

dan PO$LRI 

se$dangkan dalam 

pe$ne$litian pe$ne$liti 

le$bih ke$pada 

me$mbahas te$rkait 

rangkap jabatan 

pe$jabat Ke$me$nte$rian 

ke$uangan. 

 

 

Bahwa be$rdasarkan tabe$l di atas me$nunjukkan 

bahwa pe$ne$litian pe$ne$liti me$miliki pe$rbe$daan de$ngan 

pe$ne$litian-pe$ne$litian se$be$lumnya. Adapun pe$rbe$daan 

yang me$ndasari ialah dalam pe$ne$litan te$rdahulu me$re$ka 

hanya fo$kus te$rhadap Rangkap Jabatan Pe$jabat 

Ke$me$nte$rian Ke$uangan di BUMN, se$dangkan pe$ne$litan 

pe$ne$liti fo$kus kajiannya ada pada Rangkap Jabatan 

Pe$jabat Ke$me$nte$rian Ke$uangan di BUMN de$ngan ditinjau 

me$nggunakan Asas-Asas Umum Pe$me$ritahan yang Baik, 

se$hingga pe$ne$litian pe$ne$liti me$rupakan pe$ne$litian yang 

te$rbaru dan be$rbe$da de$ngan pe$ne$litian se$be$lumnya. 

G. Metode Penelitian 

Pe$ne$litian hukum pro$se$s untuk me$ne$mukan aturan-

aturan atau ke$te$ntuan-ke$te$ntuan hukum, prinsip maupun 

do$ktrin hukum untuk me$njawab masalah hukum yang 
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dihadapi. Dalam hal ini pe$nulis me$nggunakan me$to$de$ 

pe$ne$litian se$bagai be$rikut: 

1. Jenis Penelitian 

Je$nis pe$ne$litian yang akan dilakukan adalah 

Pe$ne$litian Hukum No$rmatif (Do$ktrinal). 18 Pe$ne$litian 

Hukum No$rmatif adalah pe$ne$litian yang be$rupa 

usaha inve$ntarisasi hukum po$sitif dan usaha 

pe$ne$muan asas-asas dan dasar falsafah (do$gma atau 

do$ktrin) hukum po$sitif se$rta usaha pe$ne$muan hukum 

in co$ncre$to$ yang layak dite$rapkan untuk 

me$nye$le$saikan suatu pe$rkara hukum te$rte$ntu. 

Pe$nulis me$nggunakan pe$ne$litian no$rmatif guna 

me$ngkaji aturan hukum te$rkait rangkap jabatan di 

Indo$ne$sia khususnya dalam lingkup ke$me$nte$rian di 

BUMN (Badan Usaha Milik Ne$gara). 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Peraturan perundang-undangan 

(Statute Approach) 

Pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach) merupakan 

pendekatan utama yang digunakan dalam 

penelitian hukum normatif. 19  Pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji. Penggunaan 

pendekatan ini sangat penting karena objek yang 

diteliti berkaitan langsung dengan norma hukum 

yang tertulis dalam peraturan perundang-

 
18  Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, Pertama (Mataram: 

Mataram University Press, 2020). 
19 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, Metodologi 

Riset Hukum, ed. Sarjiyati, Oase Pustaka, 1st ed., vol. 2 (Surakarta: Oase 

Pustaka, 2020). 
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undangan. Sehingga, melalui pendekatan ini 

peneliti dapat mengidentifikasi, menganalisis, 

serta memahami keterkaitan antara satu 

peraturan dengan peraturan lainnya, baik dalam 

tataran hierarki maupun substansi hukumnya. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual (conceptual 

approach) digunakan oleh penulis untuk 

menelaah dan mengkaji konsep-konsep atau 

gagasan hukum. 20  Hal ini berkaitan dengan 

pengaturan mengenai rangkap jabatan pejabat 

Kementerian Keuangan di Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Pendekatan ini penting karena 

tidak hanya berfokus pada teks peraturan yang 

ada, tetapi juga menggali makna, asas, dan nilai-

nilai hukum yang melandasi pembentukan norma 

tersebut. Melalui pendekatan konseptual, penulis 

berupaya memahami bagaimana konsep larangan 

rangkap jabatan.. 

c. Pendekatan Etika 

Pe$nde$katan ini digunakan pe$nulis guna 

me$ngkaji me$nge$nai pe$rbuatan manusia be$rkaitan 

de$ngan baik dan buruk, namun tidak se$mua, ada 

juga pe$rbuatan yang ne$tral dari se$gi e$tis.  

E$tika dan mo$ral me$miliki pe$ran pe$nting 

dalam me$ncapai tujuan pe$me$rintah me$lalui 

be$rbagai pro$gram biro$krasi. E$tika te$lah lama 

me$njadi pe$rde$batan dalam be$rbagai pro$fe$si 

se$pe$rti hukum, po$litik, filsafat, administrasi 

 
20 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, Metodologi 

Riset Hukum, ed. Sarjiyati, Oase Pustaka, 1st ed., vol. 2 (Surakarta: Oase 

Pustaka, 2020). 
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publik, dan se$kto$r lainnya. E$tika me$nyangkut 

prinsip-prinsip untuk me$nge$valuasi pe$rbuatan 

se$bagai baik atau buruk, be$nar atau salah, dan 

digunakan se$bagai pe$gangan untuk tindakan 

se$se$o$rang. Praktik rangkap jabatan pada 

dasarnya dilarang kare$na me$libatkan pe$rtanyaan 

me$nge$nai e$tika mo$ral dan budaya biro$krasi 

dalam pro$se$s pe$me$rintahan Re$publik Indo$ne$sia. 

Rangkap jabatan be$rte$ntangan de$ngan te$o$ri 

ke$kuasaan yang mana ke$tika se$se$o$rang dibe$rikan 

ke$kuasaan yang le$bih, ke$mungkinan be$sar 

me$re$ka akan me$lampaui batas yang se$harusnya, 

dan ini dapat me$nye$babkan pe$nyalahgunaan 

ke$kuasaan. Ko$nse$kue$nsi lain dari rangkap 

jabatan adalah adanya ko$nflik ke$pe$ntingan. 

Ke$tika te$rjadi ko$nflik ke$pe$ntingan, tindakan 

pe$me$rintah te$rse$but dapat me$njadi tidak 

ko$nsiste$n atau be$rte$ntangan de$ngan AAUPB.21 

Apabila praktik rangkap jabatan ini te$rus 

be$rlanjut, maka akan te$rus me$ne$rus me$njadi 

pe$rde$batan yang umum di kalangan masyarakat. 

Fe$no$me$na ini me$nye$babkan rangkap jabatan 

me$mbe$rikan pe$ngaruh yang signifikan te$rhadap 

pe$rubahan budaya be$ke$rja di dalam siste$m 

biro$krasi Indo$ne$sia. Namun, kita pe$rlu 

me$mahami bahwa se$o$rang pe$jabat ne$gara yang 

me$rangkap jabatan dapat me$munculkan be$rbagai 

pandangan ne$gatif yang me$le$kat dalam 

masyarakat. Se$tidaknya, te$rdapat dampak ne$gatif 

 
21  Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada, Pengaturan Pegawai 

Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha 

Milik Negara, Jurnal Kertha Negara Vol.9 No. 3, 2021, 189–198. 
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yang saling te$rkait antara rangkap jabatan 

me$nte$ri dan ke$te$rlibatan pe$jabat di Badan Usaha 

Milik Ne$gara (BUMN). 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumbe$r bahan hukum dalam pe$ne$litian ini 

te$rdiri dari bahan-bahan hukum prime$r, bahan-bahan 

hukum se$kunde$r, dan bahan-bahan hukum te$rsie$r. 

Adapun sumbe$r-sumbe$r data dipe$ro$le$h dari: 

a. Bahan hukum primer 

Be$rupa bahan hukum yang te$rdiri atas 

Pe$raturan Pe$rundang-Undangan:  

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara; 

2) Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintah; 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara. 

5) Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 

tentang Kementerian Keuangan; 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang dapat me$mbantu 

me$nganalisis dari bahan buku prime$r, yang 

te$rdiri dari atas buku-buku, diktat hukum, 

makalah hukum, majalah dan jurnal hukum, surat 

kabar, me$dia inte$rne$t, do$kume$n–do$kume$n re$smi 

se$pe$rti pe$raturan pe$rundang–undangan. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam pe$ne$litian ini pe$nulis akan 

me$nggunakan cara studi ke$pustakaan dalam 
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me$mpe$ro$le$h data. Studi ke$pustakaan me$rupakan 

me$to$de$ pe$ngumpulan bahan-bahan pustaka se$bagai 

sumbe$r utama dalam se$buah pe$nulisan, se$hingga je$nis 

re$fe$re$nsi utama yang digunakan dalam studi ini 

adalah buku, diktat hukum, makalah hukum, majalah 

dan jurnal hukum, surat kabar, me$dia inte$rne$t, artike$l 

ilmiah, dan do$kume$n-do$kume$n re$smi se$pe$rti 

pe$raturan pe$rundang–undangan. O$le$h kare$na itu, data 

yang diambil se$cara ke$se$luruhan me$rupakan data 

se$kunde$r, yakni data yang be$rsifat publik. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai 

adalah analisis preskriptif dengan menggunakan 

logika penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan 

dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Inti 

dari pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan 

konseptual atau teoritis kemudian mengamati 

empiris, setelah itu melakukan hipotesis kemudian 

pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan 

teori sehingga dapat menarik kesimpulan dari umum 

ke khusus.22 

H. Sistematika Penulisan 

Siste$matika Pe$nulisan ini te$rdiri dari lima bab, yang 

masing-masing bab te$rdapat sub-bab. Adapun 

siste$matikanya se$bagai be$rikut: 

Bab I Pe$ndahuluan, pada bagian ini be$risi 

pe$ndahuluan yang me$liputi latar be$lakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan ke$gunaan pe$ne$litian, 

pe$ne$litian yang re$le$van, ke$rangka te$o$ri, me$to$do$lo$gi 

pe$ne$litian dan siste$matika pe$nulisan. 

 
22  Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum 

(Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024). 
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Bab II Landasan Te$o$ritis, bab ini be$risi me$nge$nai 

landasan te$o$ritis yang me$maparkan te$o$ri atau ko$nse$p yang 

be$rkaitan de$ngan pe$mbahasan pe$ne$litian, yang me$liputi 

te$o$ri asas asas umum pe$me$rintahan yang baik, te$o$ri 

ke$pastian hukum, dan te$o$ri ke$we$nangan hukum. 

Bab III Hasil Pe$ne$litian, pada bagian ini akan 

be$rfo$kus pada hasil pe$ne$litian masalah yang te$lah me$njadi 

po$ko$k kajian pe$ne$liti yang be$rupa uraian te$ntang 

ko$ntruksi hukum larangan rangkap jabatan be $rdasarkan 

Pasal 17 huruf a Undang-Undang No $mo$r 25 Tahun 2009 

Te$ntang Pe$layanan Publik. 

Bab IV Pe$mbahasan Pe$ne$litian, pada bab ini pe$nulis 

akan me$nganalisis jawaban dari rumusan masalah yang 

ke$dua yaitu te$ntang analisis hukum rangkap jabatan 

pe$jabat ke$me$nte$rian ke$uangan di BUMN re$le$vansinya 

de$ngan asas-asas umum pe$me$rintahan yang baik. 

Bab V Pe$nutup, pada bagian ini be$risi ke$simpulan 

dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Konstruksi hukum larangan rangkap jabatan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik, 

termasuk pejabat pemerintahan dan aparatur sipil negara, 

dilarang merangkap jabatan yang berpotensi 

menimbulkan benturan kepentingan. Norma tersebut 

dibentuk untuk menjaga objektivitas, profesionalitas, dan 

integritas penyelenggara pelayanan publik dalam 

menjalankan tugasnya. Larangan ini menegaskan prinsip 

bahwa setiap pejabat publik harus berfokus pada 

pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat tanpa 

terpengaruh oleh kepentingan pribadi, politik, maupun 

ekonomi yang dapat memengaruhi kualitas keputusan 

administrasi negara. Secara normatif, ketentuan tersebut 

menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada 

kepentingan publik, sekaligus memperkuat posisi hukum 

aparatur negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan 

dalam melaksanakan pelayanan publik. 

Analisis hukum terhadap praktik rangkap jabatan 

pejabat Kementerian Keuangan di Badan Usaha Milik 

Negara menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak 

sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Asas-

Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Keterlibatan 

pejabat publik dalam jabatan struktural di BUMN 

menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat 

mengganggu pelaksanaan asas profesionalitas, 

akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Praktik tersebut 
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berimplikasi pada kaburnya tanggung jawab administratif 

serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap 

integritas penyelenggara negara. Dalam kerangka prinsip 

pemerintahan yang baik, rangkap jabatan semestinya 

dihindari untuk menjaga netralitas dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan bahwa 

setiap kebijakan dan keputusan publik didasarkan pada 

kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena 

itu, diperlukan ketegasan regulasi dan penegakan hukum 

yang konsisten untuk memastikan tidak terjadinya 

penyimpangan dari norma dan asas pemerintahan yang 

baik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi mahasiswa, agar dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai bahan kajian ilmiah dalam 

memahami penerapan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik serta larangan rangkap jabatan dalam hukum 

administrasi negara. Penelitian ini juga diharapkan 

mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kajian 

lanjutan yang lebih luas mengenai etika jabatan dan 

tata kelola pemerintahan yang bersih. 

2. Diharapkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

agar lebih memperhatikan ketentuan hukum mengenai 

larangan rangkap jabatan dalam proses penunjukan 

pejabat publik. BUMN perlu menerapkan prinsip good 

corporate governance secara konsisten serta 

memastikan tidak adanya benturan kepentingan antara 

kepentingan bisnis dan fungsi pemerintahan. 

3. Diharapkan bagi Kementerian Keuangan, agar 

memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap 
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potensi rangkap jabatan di lingkungan kementerian, 

khususnya dalam hubungan dengan BUMN. 

Diperlukan pedoman yang lebih tegas agar 

pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat tetap sejalan 

dengan asas profesionalitas, akuntabilitas, dan 

kepastian hukum. 

4. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat 

mengkaji secara lebih mendalam praktik rangkap 

jabatan pejabat publik dari berbagai aspek, termasuk 

etika pemerintahan dan efektivitas pengawasan 

administrasi, serta melakukan studi komparatif 

terhadap penerapan larangan serupa di negara lain 

sebagai bahan perbandingan dalam penguatan sistem 

hukum nasional. 
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